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BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ é}j& /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak . Atas Tanah dan Bangunan, atas kelebihan
pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati;

bahwa sehubungan dengan permohonan Wajib Pajak terkait
pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta memperhatikan Surat
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo
tanggal 06 November 2020 Nomor: 973/0956/438.6.3/2020,
Perihal : Telaah Restitusi BPHTB, maka pengembalian
kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dapat
ditindaklanjuti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
juncto  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781},

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor S Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1
Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

~ Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017
Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2019
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 49);

Surat Kepala ‘Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten
Sidoarjo, tanggal 6 April 2021, Nomor: 973/0268/
438.6.3/2020, Perihal : Permintaan Revisi SK Restitusi;

MEMUTUSKAN :
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud

diktum kesatu, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
diberikan kepada :

Nama Wajib Pajak : ERNI WAHYUNINGSIH
NOP : 35.15.100.006.009.0312.0
Tahun Pajak : 2017 '

Tanggal Pembayaran : 12-06-2017

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud
diktum kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran
2021 dengan Kode Rekening 0.01.5.02.03.00.01.010.01.4.1.01.
16.01.0001.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati
Sidoarjo Nomor : 188/782/438.1.1.3/2020 tentang Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.



KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Junj 2021

BUPATI SIDOARJO,




